BAB 1

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa [ndonesia mempunyai sistem peradiian
dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting
keberadaannya adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan antar saru dengan lainnya, karena mecrupakan bagian
satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerfukan
keterikatan dan keterkaitan dengan komgpnen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur
secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara
Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan
penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik
pegawai neger sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,.

Dalam KUHAP Pasal | butir [ disebutkan pengertian penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik [ndonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewcnang khusus olch undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasamya Kepolisian ncgara Republik [ndonesia sebagaimana
dimaksud dalam (Indang-{'ndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Rcpublik [ndonesia dalam PPasal 4 betwjuan untuk menjamin terub dan tegaknya

hukum scrta terbinansa ketenicraman masyarakat guna mewujudkan keamanan
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dan ketertiban masyarakat dalam rangka tcrpeliharanya keamanan dalam negeri,
tersclcnggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fingsi pemerintahan negara di bidang
penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan
masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegalanya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fimgsi pemerintahan negara, temyata
fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refyesif
dalam kaitannya dengan proses pemegakan hukum pidana saja, tetapi juga
mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas Yang dilakukan yang begitu melekat
pada fungsi utama administrasi negara mutai dan bimbingan dan pengaturan
sampai dengan (indakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan
kompetensi pengadilan.

Dari vuraian di atas jelas terlihat bagaimana sebenamya kedudukan
kepolisian dalam sistem hukurm di Indonesia, tetapi apabila dilihat lebih dekat lagi
maka polisi juga adalah manusia biasa, sehingga sangat dimungkinkan polisi juga
melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam skup yang lebih kecil agi polisi
juga mclakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin di lingkungan organisasi
kepolisian itu sendirn.

Perihal Disiplin Kepolisian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia

Ne. 2 Tahun 2003 Teatang Pcraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
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